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PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

NONMOR 10 TAHUM 2005
TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT| OGAN KOMERING LILU,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka menciptakan iklirm
usaha vyang sehat, kepastian herasaha,
Pangemiangan Usaha, Kemitraan,
Peluang Usaha, serta mambarikan
Perlindungan terhadap peygsahaan yang
menjalankan  wsaha  secara ijur dan
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benar, maka petiu diatur tentang Wajib
Daftar Perusahaan;

hahwa untuk maksud hunaf 2 di atas,
perty  ditetapkan  dengan  Peraturan
Craerah Kabupatan Ogan Komenng Ul

. Undang — Undang Republik Indonesia

Mamer 28 Tahun 1988 tentang
Pembentukan Daerah Tk |l dan Kotapraja
di Sumatera Selatan {Lembaran Negara
Fepublik [ndonesia Tahun 1859 Momor
74, Tambahan Lembaran  Megara
Republik Indonesia Momor 1821);

. Undang — Undang Republik Indonesia

Momar B Fahum 1981 tentang  Kitab
Undang — Undang Hukurn Acara Pidana
{ Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1931 Momor 42, Tambahan
Lembaran Negars Republik  Indonesia
Momor 3200 );

. Undang — Undang Republik Indonesia

Womar 3 Tahun 1882 tentang Wajib Daftar
Perusahaan { Lermbaran Negara Republik
Indonesiz  Tahun 1982  Nomor 7.
Tambahan Lambaran Megara Repablik
Indonasia Nomar 3214 );

. Undang - Undamg Republik Indonesia

Momor 37 Tahun 2003 tentang



.

Permbentukan Kabupaten OKU  Timur,
Kabupaten OKU Selatan dan Kakbupaten
Ogan Mir {Lembaran Negara Republik
lndonesia  Tahun 2003 Romor 15,
Tanehan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 43475

. Undaryg — Undang Repuplik ndonaesia
Nomer 10 Tahun 2004  tentang
Pembentukan Peratwran  Pemundang —
undargan (Lembaran Megara Republik
Indonegia  Tahun 2004  Nomar 53,
Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Momor 4389);

_ Undang — Undang Republk Ingdonesia
Nomoer 32 Tshun 2004 tenlang
Pemerntahan Caerah { Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor
425, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momoi 4438 %

. Peraturan Pemerintah Ropublk Indonesia
Nomar 27 Tahun 1883  tentang
Pelaksanaan Undang — Unkang Republik
Indonesia Momor 8 Tahun 1287 tentand
Kitab Ungdang — undang Hukum Acara
Pidane [ Lembaran WNegara Republik
Indonesia  Tahun 1883 MNamor 36,
Tarmbahan Lembaran Wegara Republik
Indenesia Mamaor 3258 1
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Peraturan Petnerintah Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2000  terntang
Kewenangan Femerintzh dan
kewanangan PFroping Sebagai Daerah
Otonom { Lembaran Mega<ca Republik
Indonesia  Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan bembaran Megara Republik
Indonesia Namar 3452 % ;

. Keputuzgan Presiden Republik Indonssia

Momor 53 tahun 1988 tentang Usaha —
usaha atau Kedgiatan yang tidak dikenakan
VYiziib Daftar Perusahaan ;

Feraturan Menteri Dalam Meger Momeor 4
Tahun 19597 tentang Penyidik Pegawai
Wegeri  Sipll  dilingkungan  Pemerintah
Daerah;

Burat Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan Maomar
S86/MPF/KER/S2004  tentang  Standar
Panyelenggarsar Pendaftaran
Perusahaan.

.Burat Keputusan Mented Penndustrizo

dan Perdagangan Marmor
ROTIMPPKEPA2004 Tentang Pedoman
Adminisirasi Wajibh Daftar Pemrusahaan dan
Tanda Daftar Perusshaan.



Dengan Persetujuan Barsama

DEWAN PERWAKILAM RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUFATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KAEUPATEN
OGAN KOMERING LULU TENTANG WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN
BAE |

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalarn Peraturan Dagrah ini yang dimaksud dengan :

1.

2,

Kabupaten adalah Kabupaten Cgan Komering Ul

Pemarintah Kebupaien adalah Pemerintah Kabupaten {igan
Komanng uiu.

. Bupati adalah Bupali Cgan Komerirg U

Dinaz Perindusttian, Pardagangan dan Koperasi Pengusaha
Kecil dan Menangah selanjutnya disebut Dinas Perimdaghop
PEM adalah Dinas Perindustrian. Herdagangan dan Koperasi



Pengusaha Kedl dan Menangah Kabupaten Cgan Komaring
U,

. Kepala Dinas adalsh Kepala Dinazs  Perindustian,
Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengak
Kakupaten Ogan Komering U,

. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan
apapun datam bidang perskonomian yang diakukan oleh
setiap pengusaha untuk tujuan mamperaleh keortungan stae
lakna,

. Pengusaha adalah setiap orang perorangan, persekutuan atau
baden hukum yang mengusahakan, menyelenggarakan atau
berlanggung jawab atas perusahaan yang digimpinnya,

. Pemnuzahaan adalah setiap bertuk Usaha yang didirkan dan
menjalarkan setiap jenis usahs yang hersifat tetap dan tens
menans dan bekera sera berkedudukan dalam Kabupaten
Dgan Komering Ulu yvang bertujuan mempercieh keuntungan
atau laba.

. Pamuzahaan Perorangan adalah Perusahaan yang didirikan
dan dimiliki oleh Pororangan yaitu orang pribad) yang juga
bertindak sebagai Pengusaha yang mengurus dan mengalola
sendiri Perusahaan millknya, termazuk di dalamnya searang
yang monguue dan mengelola atau mengawasi  sebiap
usahanya secara langsung.

10 Anak Peruzahazn adalsh Perusahaan yang sahamirodal

dimiliki secara kezeluruhan atau sebagian yang dikendalkan
gtal diawasi oleh perusahaan lgin yang pada urnumnys



memiliki selurubh atau sebagian besar sahamimodal yang
diternpatkan pada anak perusahaan tersebut.

11.Cabang Perusahaan adalah Perusahan yang merupakan unit
atau bagian dari perusahsan  induknya yang dapat
berkedudukan di terpat yang berlainan dan dapat bersifat
berdii sendii atau berugas untuk melaskeanakan sebagian
tugas dari perusahaan indukiya '

12_Agen Peruszahazn adalah Perusahaan yang diben tugas untuk
melakukan sebagian atau selumh kegistan dari perusahan lain
yany diagen dengan sualy ikalan alau perjanjian.

12.Parwakilan Perusahzan adalah Porusahaan yang bertindak
mewakili Kantor Pusat Perusahaan ontuk melskukan suatu
kegiatan dan atau pengurusannys berdasatkan  sesuai
weswanang yang diberikan.

14 Kantor Pembanty Feamisahaan adalah  perusahaan  yang
menangani  =sbagian  tugas dan  Kanbor  Posat  atau
Cabangnya.

15, Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang memuat
hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan yang
diadakan Pemerntah Kabupaten berdasarkan  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

16.Wajibh Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat WDP
acalah  kewgjiban  setiap  Perusahaan  mendaftarkan
perusahaan kepada Pemerntah Kabupaten melalui instansi
yang membidangi Urusan Perdagangan.



17 Tanda Daftar Pausahaan selanjutnya dissbut TDP adalah
Tanda Daftar Perusahzan yang diterbithan oleh Bupati alau
Pajabat yang ditunjuk.

18 Furmulr Pendaftaran Perusahaan adalah Daitar izian yang
merrLat daka Perusahaan, yang disi dan ditandatangani aleh
permilik atau pengurusfpananggung jawab Perasahaan untuk
mendapatkan TOP.

18.1zin Us=aha adalah Izin Wsaha atau surat keterangan yang
dipersamakan dengan itu yang ditarbitkan oleh Instansi yang
herwenang dan diberikan kepada pengusaha uniok dapal
menjalankan kegiatan usahanya.

20, Pengawas WOP adalah Pegawai Megeri Sipil yang diangkat
oleh Pajabat yong berwenang untuk melakuokan pengawasan
terthadap sefiap  pomisahan  =esuai dengan  Peraturan
FPermundang-undangan.

21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS
adalah Pgjabat / Pegawai Negeri Sipil tertenatu di fngkungan
Pemerintah Kabupaton yang dibedkan wewenang khusus oleh
Peratuan Pemundang-undangan untuk melakukan Penyidikan
terhadap palanggaran Peraturan Daerah.

BAEB U
WAJE DAFTAR PERUSAHAAN
Fasal 2

{1y Setiap perusahzan termasuk perusshaan  asing  yang
berkedudukan dan atau menjalankan  usahanya  dalam



Kabupaten dan telah memiliki izin, wajib didalarkan dalam
Pafta- Feruzahaan.

{2y Perusahan sebagaimana dimaksud pada ayst {1} meliputi
bentuk usaha

.

-~ @ e o0

Persercan Terhatas (PT) termasuk BUMMN atau BUMD
yang baroentuk P I { Persero ),

Koperasi.

Persekutuan Komenditer { CV ).

Perzakutuan Firma ( Fa .

Ferorargan.

Merusahaan lain selain yang terscbut pada huruf &, b, ¢, d
dan e.

(%) Perusahaan sehagaimana dimaksud dalam ayat {2} dapat
berstatus

A
b

Kantor Tunggal

Kantor Pusst [/ induk, Kantor Cabang atau  kantor
Permbantl Perdsahaan

Anak perusahan.

d. Kanbkm Agen,

€. Kantor perwakilan perusahesn.



Pasal 3

Hal-hal wang  wajib  didaftarkan  Peruzahaan  sebagaimana
dimaksud pada Pazal 2 zyat (1) diietapkan dengan Peraluran
Bupali sesuai Peraluran Perundang-cidangan yang beriaku.

Pasal 4

{1] Parusahaan yang dikecualikan dari Wajin Daftar Perusabaan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1} adalah sebagai
besribul.

a, Pogahaan Kecl Perorangan yang memenuhi kritenia
sebagai berikut :

1. Pemisahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola cleh
pricadi pemiliknya sendif. atau dengan mempekerjekan
hanya anggota keluasganya sendir.

2. Perusahaan yang tidak diwgjibkan memiliki lzin Usaha
atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu
yvang diterbitkan cleh Instansi yang benvenang.

3. Perugahaan yang benar-benar hanya sekedar urtuk
memenuhi keperuan nafkah ashari-hari pamilikeya.

4. Parusahaan yang tvdak memipakan suatu Badan Hukum
gtal suata Persekutuan.

h. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bideng
pamakonomian dan sifat serta tujuannya lidak semata-
mata mancari xauntungan atau laba, sebagai berikut :



Pandidikan Formal.

Pendidikan Nan Farmal.

Jasa Nctaris.

Jasa Pengacara { Advokat dan Konsultarn Hukum,

Prakiek Perorangan Dokier dan Fraktzk Berkelompok
Diokter yang tidak dikelola olah Badan Usaha,

Rumah Sakit vang tidak dikelola oleh Bedan Usana.

7. Klinik Pengabatan yang lidak dikelola oleh Badan
Hsaha,

U

@

() Parusahaan sehagaimana dimaksud pada ayst {1) Pasal ini
apabila dikehendaki oleh parusahaan yang bersangkufan
dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 5

{1) Permnhonan Pendafiaran Perusahaan digjiukan oleh Pemilik
atau Pengurus/Penanggung jawab ata kuasa Perusahaan
yany 3ah kepada Bupali melalui Instans yany membidang
uwrusan Perdagangan.

(2 Tata cara dan syaratsyaral pendaftaran  perusshaan
sehagaimana gimaksud ayat (1) diistapkan dengan Peraluran
Bupati sesuai dengan peraburan perundang-undangan yang
berlaku.

Pazsal &

{1) Dalam jangka wakiu 10 hari terhiting sejak diterimanya
permohonan pendaftaran perusanaan secara lengkap, Bupati



atau Pejabat yang ditunjuk harus sudah mengambil keputusan
diterima atau ditclaknys permehanan.

(2)Dalam  ha! Pesrmohonan Pendaftaren peruzahaan
sehagaimana dimaksud ayat (1) ditolak, Bupati atau Pejakat
yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Pk g
diserlsi dengan alasan pehatakan secara teruliz.

BAE I
KEWA.JIBAN PERUSAHAAN
FPasal T

Perusahaan yang kelah menerima TOF betkewajivan

1. Memasang TDP ditempat yang mudah dilinat dan dibaca oleh
UL,

2. Mencantuttikan nomor TDP pada pepan nama dan dokurmen-
dokurnen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan
usahanya,

1. Metnatuhi Peraturan Perundang — undangan yang berlaku.
BAB IV
MASA BERLAKU TDP
Pasal &

{11 TDP herlaku unluk jangka waktu 5 {lima) tahun tarhitung mulai
tanggal diterbitkanaya TOP.



{2 Masa bedaku TDP yang diterbitkan sebagai penggantt atau
duflikat adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDF
yang hilang atau musas.

BAB V
PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, FEMBATALAN DAN
PEMGHAPUSAN
Pasal 3

{11 Setiap Panizahaan yang melakukan perubahan terhadap hat-
hal yang didaftarkan sehagaimana dimaksud Pasal 3, wajib
melaporkan  perubaban tersebut dan didaftarkan  kambali
kepada Bupati melalui Instansi yang rmembidangi orusan
pardagangan.

(2} Kewajiban melaporkan perubahan ssbagaimana dimaksud
ayat {1} dilakukan selambatiambatrya 90 | sembilan pulub )
han tedhitung s&jak tarjadinga perubahan.

{3} Tata ©Cara dan Syarat- syarat Pendaftwan Perubaban
Paugahaan ditstapkan dangan Peraturan Bupati easuai
giengan Feraturan Perundang — undangan,

Pasal 10

{1] Pamhaharuan TOP wajib dilakukan apabila masa berlaku TO
talah habis.

{23 Penggantien TOP wajib dilakuken apabila TOF hilang atau
rusak.



Pasal 11

(1] Pembaharuan TOP sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1)
dilakukan menurut ketemtuan Pasal 5, tanpa malamprrkan
pergyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran
sebalumnya.

{2) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud ayat {1} diajuxan
selzmbaklambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelem masa
beraku TOF berahir.

Pasal 12

{1} Pargantian TOF yang hilang sebagaimana dimaksud Pasal 10
ayat {2} selambat-lambalnya 80 (sembilan puluh) hari terhitung
mulai tanggal kebiangan TOP.

{#) Parmobonan  Pergantian TDF yang hilang sebagaimana
dimaksud ayat (1) diajukan secara teruiis kepada Bupati
melalyi nstansi yang membidangi wrusan  perdagangan
dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepaolisian,

{3} Permohenan Penggantian TOP yang rusak  sebagaimana
dimaksud Pasal 10 ayat {2), diajukan =zecara terulic kepada
Bupati melalui Instansi yang mambidangi ususan perdagangan
dengan melampitkan TOP asli yang rusak.

Fasal 13

{1) Daftar perusahaan dan TODP  dinyatakan batal apabila
perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data
pErUEANaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan
izir ugaha.
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{21 Perusahaan sehagaimana dimaksud ayal (1) wajib melakukan
pondaftaran ulang sesuai Pasal 5, dergan menyertakan TOP
asli yang telah dibatalkan,

{3) Prosedur Tata cara pembatalan yang dimaksud ayat {1}
ditetapkan dengan Peraturan  Bupati sesuai  peraturan
perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila kerjadi

hal-hal sebagai berikut

a. Perubahan bentuk perusahaan; atall

b. Pambubaran perusahaan; atau

g. Peruzahazan menghentikan sagala kegiatan usahanya; atau

d. Peruzsahsan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluarsa
atau berakhir, atau

e. Perusahaan menghentikan kegiatan/bubar berdasarkan
Futusan Fengadlian Megeri yang telah  mempu s
kekuatan hukum tetap.

{2 Tata cara penghapusan perusahaan dad daftar perusahaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebik lanjut aleh
Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
PENGAWASAN
Fasal 15

(1) Pengawagan pelaksanaan Wajik Daflar Perusabaan dilakakan
olch Pemorintah Kabupaten.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan clzh PPHE - WDP dan atau pegawal yang
ditugaskan untuk melakukan pengawasan.

BAR VI
KETENTLUAN PIDANA
Pasal 46

{1 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat {1}, Pa=al 7,
Pasal 9 ayat {1}, dan Pasal 10 ayat {1} Peraturan Daerah i,
diancam hukuman kurungan paling lama 3 {biga) bulan ataw
denda sebanyak-baryaknya Rp. S0.000.000 - (lima puuin juta
rupiahy dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk
Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

[y Tindak pidana vany dirmaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
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BAB Vili
PENYIDNKAN
Pagal 1T

{1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimarnz dimaksud dalam
Paraturan Dasrah ini dapat juga dilakukan olah Feryidik
Pegawai Megari Sipil (PPNS) di linghkungan Pemerintai
Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan gezual dengan
Peraturan Pemundang — undangan yang berlaku.

{27 Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabral Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPN3) sebagaimana dimaksud ayat {1)
berwenandg

a.

manerima laporan atau pengaduan dai seseorang tentang
adanya tindak Pidana;

melakukan tindakan perama pada seat itu di tempat
kejadian dan melakubkan pemeriksasn

menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal din tersangka ;

d. melakukan penyitaan henda atau surak;

e, mengambil sidik jari dan memnatrat sEISOrang |

memanggil orang untuk didengar dan diperikea s=bagal
tersangka atau saksk;

. mendatangkan orang  ahli yang  dipadukan  dalam

hubungannya dengan pemarikzaan perkara |

. mengadakan penghenlian Penyidiken setelah mendapat

petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup
bukti ataw peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana  dan  selanjuinya  melaiui  Penyidik Umuim
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memberitahukan hal esebut kepada Penantut L,
tergangka atau keluarganya |

i, rmengadskan tndakan lain menrurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

{3} Penyidik sebagaimana dimaksud pads ayat (1) Pasal ini
membaritahukan dimutainya penyidikan dan menyamgaikan
hasil penyidikannya kepada Penuniut U melalui Peyidilk
Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomar & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Tanda Uaftar Perusahaan yang telzh ada sabelum berlakuhya
Peraturan Dasrah ini dinyatakan tetap berlaku sampal dengan
harakhinya masa berlaku TDP yang bersangkutan,

Pasal 1%
Hal-hal yang belum diatur dalam Pesaturan Daegrah itk sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan deng:n Peraturan
pupati sesuai Peraturan Perundang — undangan yang berlaku,



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Paaal 20
Peraturan Dasrah ini rmwllal heraku pada tanggal diurgangkarn.
Agar setiap nrang mengatabiunya, rmemerintahkan

pangundangan Poraturan Daegrah ini dengan penempalannyd.
dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Kopnering L.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, 7 Thaesdia gent -

EUPATI OGAN KOMERING ULLL,
Cap ! dio

EDDY YUSUF
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
DGAN KOWERING ULU,

Capf dto
SUPRLACI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERIE




